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WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA TEGAL
TAHUN 2015 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2015 -
2025

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4854);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 93);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

15. Peraturan . . .
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Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota
Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penanaman Modal Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal
Nomor 20);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita
Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA TEGAL TAHUN 2015 - 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Tegal.

1.
2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Walikota adalah Walikota Tegal.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk
melakukan usaha di Kota Tegal.

. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK

adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kota Tegal yang
berlaku sampai dengan tahun 2025.

. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang

diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sebagiamana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

8. Bidang . . .
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Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha
tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan
syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan
kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya,
bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha
yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai
acuan bagi SKPD.

RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
mengnyinergikan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih
dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

RUMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai
berikut :

a. Pendahuluan

b. Asas, Tujuan dan Sasaran

c. Visi dan Misi

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :

Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Persebaran Penanaman Modal

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastuktur dan Energi

Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment)
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

\T.CT‘.U‘:PFJJ!\D.H

Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
e. Tahapan Pelaksanaan RUPMK Tegal, yang terdiri dari :

1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan
Cepat Menghasilkan

2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastuktur dan Energi
3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar

4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge
bases economy)

f. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kota Tegal

RUMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman
modal melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman
modal daerah dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan
kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan
Persyaratan di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau
insentif sesuai dengan RUPMK.

(3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan RUPMK.

(4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala SKPD yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanaman modal dengan
melibatkan pemangku kepentingan terkait.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada
Walikota.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Nopember 2015
WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Nopember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd
DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd
I. SUTJIPTO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015




